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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Reformasi yang diperjuangkan untuk seluruh lapisan masyarakat 

membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah 

satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan 

otonomi daerah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan 

oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah 

otonom selanjutnya daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sedangkan otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dalam Sopanah dan Mardiasmo (2003 :1160) berdasarkan ketetapan MPR Nomor 

XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengertian dan 

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan 

pusat dan daerah, pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang 

otonomi daerah yaitu : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.. Menurut Shah (1997) dalam 
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Mardiasmo (2002 : 25) secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan 

menghasilkan dua manfaat nyata,  yaitu:  

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreatifitas masyarakat 

dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan 

atau keadilan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya potensi 

yang tersedia masing-masing daerah. 

2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran 

pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang 

memiliki informasi yang paling lengkap. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peranan DPRD dalam 

pengawasan keungan daerah sangat besar dan memiliki nilai sangat strategis 

sebagai upaya untuk merealisasikan akuntabilitas publik pemerintahan saat ini 

secara transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan ekonomis. Implikasi positif dari 

berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang berkaitan dengan 

kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, diharapkan yang selanjutnya disebut 

dewan akan lebih aktif di dalam menangkap aspirasi yang berkembang di 

masyarakat yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan 

publik di daerah bersama-sama kepala daerah (Bupati dan Walikota). Dampak lain 

yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap 

pemerintah  untuk menciptakan good governance sebagai salah satu prasyarat 

penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan akuntabilitas dan 

transparansi.  

Secara umum, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi 

legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran 
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(fungsi untuk menyusun anggaran) dan 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk 

mengawasi kinerja Eksekutif). Dalam penelitian ini fungsi dewan yang akan di 

bahas adalah fungsi pengawasan anggaran. Pengawasan anggaran yang dilakukan 

oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung 

terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah 

pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari 

pihak luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah 

adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. 

Permasalahannya adalah apakah dalam melaksanakan fungsi pengawasan lebih 

disebabkan pengetahuan dewan tentang anggaran ataukah lebih disebabkan karena 

permasalahan lain. Di samping itu, apakah partisipasi masyarakat dan transparansi  

kebijakan publik juga akan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran yang 

dilakukan oleh dewan. 
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B.  Perumusan Masalah  

1. Apakah pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan 

daerah (APBD) ? 

2. Apakah partisipasi masyarakat akan berpengaruh terhadap hubungan antara 

pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) 

? 

3. Apakah transparansi kebijakan publik akan berpengaruh terhadap hubungan 

antara pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah 

(APBD)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 




